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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAIALENGKA

ilOltloR: 1O TAHUT{ 2(x}8

PERATURAil DAERAH KABUPATEN I.IAIALENGKA

NOMOR 10 TAHUN 2OO8

TET{TANG

PEI{YERTAATI]IIODALPEI{ERTilTAHKABUPATEilIIIA,AL.ET{GKA
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUiI (PDAiI)

KABUPATEN }IA'ALE]IGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGI(&

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kinerja usaha dan cakupan layanan
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Majalengka
diperlukan penguatan permodalan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a pedu membentuk Peraturan Daerah tenhng Penyertakan modal
Pemerintah Kabupaten Majalengka Kepada Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Kabupaten Majalengka;

Mengingat ........2
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Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan KabupaEn Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor L4 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Ungkungan Provinsi
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor
28s1);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L962 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ?387);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2fiH tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2@t Nsmor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2fi)4 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2W4 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tenhng
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun
2004 Nomor L25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor tZ Tahun 20018 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2m5 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aeafl;

6. Undang-Undang .......3
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2W4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor t26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomorH3S);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

8. Peraturan PemerinEh Nomor 58 tahun 2005 tenhng Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor L4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2ffi Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor,+6m);

10. PeraUran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tenhng Perubahan Abs Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tenEng Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II MaJalengka Nomor
11 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka (Lembaran Daerah
lGbupaten Daerah Tngkat II Majalengka Tahun 1988 Nomor 2 Seri,
D) sebagaimana telah diubah dengan Peratr.rran Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor
ll Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2fi)1 Nomor 26, Seri D);

12. Peraturan Daerah ...,,..4
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majarengka Nomor
16 Tahun 1991 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pelayanan Air
Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Majalengka Tahun 1991 Nomor 17 seri D) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka
Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perubahan peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 16 Tahun 1991
tenhng Ketentuan-ketentuan Pokok pelayanan Air Minum
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Majalengka Tahun 1999 Nqmor 9, Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2002
tentang Pembinaan dan Pengawasan perusahaan Daerah Di
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2002 Nomor 5 Seri, D);

t4. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2006
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air
Minum lGbupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2006 Nomor 5, Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAruLAN RAIffAT DAERAH KABUPATE]I ]IIA,ALENGKA
dan

BUPATI I,IAIALENGKA

IriEllUTUSl(AN:

Menetapkan :

PERATURAil DAERAH TEilTANG PENYERTAA]II ]IIODAL
PETIIERIilTAH KABUPATEN MAIALENGKA KEPADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR }III{UTII (PDA}I) KABT,PATEI{ MAJALEJIGKA.

BAB r ........s
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BAB I
KETENTUAN Ulrlu]tl

Pasal I
Daerah adalah Kabupaten Majalengka

Pemerlntah Daerah adalah Bupatl beserta perangkat daerah sebagal
unsur penyelenggara pemerinEhan daerah Kabupaten Majalengka

B-upaU adalah Bupah Majalengka

Dewan Perwakilan Rakyat Daer:ah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Majalengka

Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM
adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Majalengka
yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan
kekayaan daerah yang dipisahkan

Pemilik adalah BupaU atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka

Dlreksl adalah Dlreksl PDAM dl Kabupaten MaJalengka

Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM di Kabupaten
Majalengka

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Majalengka

Modal Daerah adalah modal dalam benUk uang, barang bergerak dan
barang Udak bergerak dan atau aset daerah baik yang dikelola sendiri
mauprjn yang statusnya dipisahkan dan dapat dinilai dengan uang
seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat
berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang
merupakan kekayaan daerah dan tercanhrm dalam Dafur Kekayaan
atau neraca Daerah

Penyertaan Modal Daerah adalah invstasi Pemerinbh Daerah kepada
PDAM untuk meningkatkan pendapaEn dan pelayanan kepada
masyarakat serta merupakan asetl kekayaan daerah *?fr$r,ilf.Lfle

11.
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BAB II
TUIUAN

Pasal 2

(1) Penyeftaaan modal daerah bertujuan untuk:
a. Meningkatkan kinerja PDAM sehingga menumbuhkan

perekonomian dan mampu mendayagunakan aset daerah;
b. Meningkatkan cakupan pelayanan sebesar 70o/o penduduk

perkotaan dan 600/o penduduk pedesaan secara kuantitas, kualitas
dan kontinuitas sebagaimana tertuang dalam target Millinium
Development Goals (MDGs); dan

c. Menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan
Pendapatan Asli Daerah.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Penyerhan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi
perusahaan dan sesuai dengan kelayakan usaha.

BAB III
IENIS PE]TYERTAAN UODAL

Pasal 3

Jenis penyertaan modal daerah dilakukan dalam bentuk uang dan atau
barang bergerak dan tidak bergerak serta aset daerah yang dapat dinilai
dengan uang.

Pasal 4

(1) Penyertaan modal daerah dapat berbenfuk penyeftaan 1 (satu) atau
lebih aset daerah yang dapat menunjang kinerja usaha PDAM.

(2) Penyertaan modal daerah dalam bentuk aset daerah dapat dilakukan
melalui kontrak aEu kerjasama dengan terlebih dahulu dilakukan
penilaian aset.

(3) Penilaian.....7



7

(3) Penilaian terhadap aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilaksanakan oleh PaniUa penaksir yang dibentuk oleh Bupati
ahu dilakukan oleh lembaga Independen bersertifikat di bidang
penilaian aset.

(4) Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh Bupati ssuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(5) Penyeftaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
atau hasil fisik dari sebuah kegiatan/proyek Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang diperuntukan untuk mendukung kinerja PDAM
merupakan Kekayaan daerah yang dipisahkan pada PDAM.

BAB ry
BESARAN PEI{YERTAAN ]IIODAL

Pasal 5

Penyertaan modal daerah kepada PDAM dalam bentuk uang ditetapkan
sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

BAB V
PROSEDUR DAN TATA CARA

Pasal 6

(1) Penyertaan modal daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan penambahan modal dasr.

(2) Penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ditujukan untuk membiayai kegiatan investasi dalam rangka
mengembangkan dan meningkatkan kinerja usaha PDAM.

(2) Penambahan .......8
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(3) Penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus teftuang dalam Rencana Jangka Panjang, Rencana Jangka
Menengah dan Rencana Jangka Pendek PDAM.

(4) Penyeftaan modal daerah sebagai penambahan modal dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dianggarkan dalam
APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2008.

(5) Penyeftaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1) Dalam melakukan usulan penyertaan modal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6, Direksi wajib menyusun Rencana Usaha berdasarkan
hasil stndi kelayakan usaha dan invetasi, guna menjamin adanya
kepastian bagi pihak-pihak terkait.

(2) Dokumen rencrna usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
minimal memuat Ringkasan Rencana Usaha, Uraian Ploduk yang
dihasilkan, Analisa Percaingan, Analisa Pasar, Strategi Usaha, Analisa
Finansial serta dilampiri dokumen pendukung seperti profil usaha dan
manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan dokumen
hukum.

Pasal 8

(1) Direksi menyampaikan usulan penyertaan modal kepada BupaU
dengan melampirkan saran pertimbangan Badan Pengawas.

(2) Badan Pengawas dalam memberikan saran pertimbangan agar
memperhatikan prospek usaha, kebufuhan biaya dan kondisi riil
PDAM serta mempertimbangkan kebijakan Pemilik.

Pasal9 .......9
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Pasal 9

(1) Direksi menyampaikan usulan penyertaan modal dilengkapi dengan
proposal dan kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
pasal 7 ayat (2) kepada Bupati.

(2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban
melakukan telaahan atas usulan penyertaan modal tersebut
mencakup aspek legal, adminisffasi, teknis dan ekonomis.

Pasal 1O

(1) Aset Daerah yang disertakan pada PDAM merupakan kekayaan
daerah yang dipisahkan.

(2) Pengelolaan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diahrr
dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PELAKSAilAAN

Pasal 11

(1) Proses penyerapan penyeftaan modal daerah kepada PDAM
dilakukan sesuai dengan perahrran perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Direksi PDAM wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah
kepada Bupati.

BAB VII
KETETUTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal laln yang belum cukup dlatur dalam Peraturan Daerah lnl akan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13........10
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Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka

Pada tangg.l l{"igdtus e0o$

BUPATI }IA'ALENGI(A,

cAP/TTD

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundanokan di Maialenoka
pada tariggat 14 A6'rstu"s 2co6

SEKRETARIS DAERAH

SUHARDJA

LE}IBARAil DAERAH KABUPATEN IIA'ALEilGKA TAHUil 2OO8
NOHOR 10




